SALINAN

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI

KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk  sebesar-besarnya kemakmuran = masyarakat
kalurahan;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan
perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB
Kalurahan) Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
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10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



11.

12.

13.
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17.

18.
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20.
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22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Desa Guwosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Guwosari Tahun
2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa
Guwosari Periode 2018 — 2024 (Lembaran Desa Guwosari
Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari
Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023
(Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun
2023 Nomor 7);



23. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023
Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
Dan
LURAH GUWOSARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp9.077.592.002,00
2. Belanja Kalurahan
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Rp2.463.524.174,00
Kalurahan
b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Rp5.346.208.007,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Rp5.346.208.007,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Rp1.100.477.350,00
e. Penanggulangan Bencana, Darurat, Rp216.000.000,00
dan Mendesak
Jumlah Belanja Rp9.430.184.531,00
Surplus /Defisit (Rp352.592.529,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp414.592.529,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp62.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp352.592.529,00
SILPA/SiLPA Tahun Berjalan Rp0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan
Kalurahan ini terdiri dari :

a. Lampiranl : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari — 31
Desember Tahun Anggaran 2023;

c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program

lainnya yang Masuk ke Kalurahan.



Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 18 Maret 2024
LURAH GUWOSARI

ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal 18 Maret 2024

CARIK,

ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 01

Noreg Peraturan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul : 02/Guwosari/2024




LAMPIRAN I

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Guwosari
Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2023

A, Informasi UMUITL ..oo.iiniiiiii e 2

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan..........cocoeviiiiiiiiiiiiiiiininiiiinninienene. 2

C. Rincian Pos Laporan Keuangan.........cccoeoiuiiiiiiiiiiiiniiniiiiieeeieeeeeane 2
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas......ccc.oiiiiiiiiiiiiiiii e 2
2. Pendapatan Asli Kalurahan.........coooooiiiiiiiiiiiii e 2
3. DAna DeSa .oueniiiii e 3
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah ........c..cccooviiiiiiiiinn.. 3
5. AloKaSi DAna DeSa ..cuiuiuiniiiiiiiiiiiieie e 3
6. Bantuan Keuangan Provinsi.......c..oocviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeceeeea 3
7. Bantuan Keuangan Kabupaten .........cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiniinieneeeee, 4
8. Pendapatan Lain-lain .......ccoooiiiiiiiiiii 4
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan .................... 4
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan ....................... 4
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan...................... S
12. Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.............. S
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan
Mendesak Kalurahamn .........ociiiiiiiiiiiii e 5
14. Belanja Kalurahan dalam klasifikasi ekonomi..........c.ccceeveiiiininininneen. 5
15. Belanja Kalurahan dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)..........c.......... 7
16, Pembiayaam...c.cuouininiiiiii e 9
17. Aset Kaluraham .......oooiiiiiiiiiii e 10
18. Penyertaan Modal Kalurahan .........c.coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeea 10



LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Transfer

Ref

Anggaran (Rp)

317.428.000,00
8.736.997.100,00

Realisasi (Rp)

336.173.402,00
8.909.209.973,00

Lebih/(Kurang)
(Rp)

18.745.402,00
172.212.873,00

Dana Desa 1.776.307.000,00 1.776.307.000,00 0,00
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 312.318.900,00 333.903.300,00 21.584.400,00
Alokasi Dana Desa 1.447.036.200,00 1.447.664.673,00 628.473,00
Bantuan Keuangan Provinsi 3.891.335.000,00 3.891.335.000,00 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten 1.310.000.000,00 1.460.000.000,00 150.000.000,00
Pendapatan Lain-lain 23.166.902,00 31.591.434,00 8.424.532,00

JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahanan
Kalurahan
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Bidang Pemberdayaan Masayarakat Kalurahan
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Kalurahan
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)

2.463.524.174,00

5.346.208.007,00
293.975.000,00
1.100.477.350,00
226.000.000,00

9.430.184.531,00
(852.592.529,00)

2.404.191.826,00

5.307.741.900,00
279.570.000,00
1.083.590.500,00
216.000.000,00

9.291.094.226,00
(14.119.417,00)

59.332.348,00

38.466.107,00
14.405.000,00
16.886.850,00
10.000.000,00

139.090.305,00
(338.473.112,00)

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 414.592.529,00 414.592.529,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00
PEMBIYAAN NETTO 352.592.529,00 352.592.529,00 0,00

SILPA TAHUN BERJALAN

0,00

338.473.112,00

(338.473.112,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2023

Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Guwosari merupakan kalurahan di Kapanewon
Pajangan Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 488
Tahun 2018 Tanggal 1 November 2018, saat ini kepengurusan
Pemerintahan Kalurahan Guwosari :

1. Lurah : MASDUKI RAHMAD, SIP
2. Carik : NUR HIDAYAD, S.E
3. Bendahara : ARIF SUBAWANTO, A.Md

Kantor Pemerintah Kalurahan Guwosari beralamat di Padukuhan Iroyudan
RT 002 Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APB Kalurahan
sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada
saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas
dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2023 338.473.112,00

Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak

yang belum disetor ke Kas Negara 0,00
- Penerimaan Potongan Pajak tahun

anggaran berjalan 683.505.084,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama

tahun anggaran berjalan 683.505.084,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak

yang belum disetor ke Kas Negara

0,00

Saldo Kas per 31 Desember 2023 338.473.112,00

2. Pendapatan Asli Kalurahan
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebih) /Kurang

Pendapatan Asli

Kalurahan

terdiri dari:

a. Hasil Usaha 195.000.000,00 181.819.702,00 13.180.298,00

b. Hasil Aset 122.428.000,00 154.353.700,00 (31.925.700,00)
c. Lain-lain 0,00 3.671.400,00 (3.671.400,00)
PAKal yang
sah

317.428.000,00 336.173.402,00 (18.745.402,00)
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3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan kalurahan yang diperoleh dari
APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023
adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
Tahap 1 799.338.150,00 799.338.150,00 0,00
BLT Tahap 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
1
BLT Tahap 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
2
BLT Tahap 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
3
Tahap 2 760.968.850,00 760.968.850,00 0,00
BLT Tahap 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
4
1.776.307.000,00 1.776.307.000,00 0,00

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan
Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang

Tahap 1 146.690.000,00 146.690.000,00 0,00
Tahap 2 40.523.300,00 40.523.300,00 0,00
Tahap 3 146.690.000,00 146.690.000,00 0,00
333.903.300,00 333.903.300,00 0,00

5. Alokasi Dana Desa
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa adalah
sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang

Tahap 1 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 2 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 3 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 4 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 5 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 6 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 7 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 8 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 9 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 10 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 11 120.634.864,00 120.634.864,00 0,00
Tahap 12 120.681.169,00 120.681.169,00 0,00
1.447.664.673,00 1.447.664.673,00 0,00

6. Bantuan Keuangan Provinsi
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi
adalah sebagai berikut:



Anggaran Realisasi (Lebih)/Kuran

g

PKTN Padat 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00
Karya
RTLH 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
Keistimewaa
n
Lumbung 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
Mataraman
Pengelolaan 1.616.335.000,0 1.616.335.000,0 0,00
sampah 0 0

3.891.335.000 3.891.335.000 0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan
Kabupaten adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
PPBMP 750.000.000,00  750.000.000,00 0,00
PMK 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00
BKK 400.000.000,00 550.000.000,00 (150.000.000,00)

1.550.000.000,00 1.460.000.000,00 (150.000.000,00)

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
Bunga Bank 8.582.902,00 17.692.434,00  (9.109.532,00))
Lain -lain 14.584.000,00 13.899.000,00 685.000,00

23.166.902,00 31.591.434,00 (8.424.532,00)

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
Belanja 1.652.343.595,00 1.630.738.610,00 21.604.985,00
Pegawai
Belanja 724.155.579,00 686.446.966,00 37.708.613,00
Barang dan
Jasa
Belanja 87.025.000,00 87.006.250,00 18.750,00
Modal

2.463.524.174,00 2.404.191.826,00 59.332.348,00

10.Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
Belanja 2.399.929.607,00 2.363.163.500,00 (36.766.107,00)
Barang dan
Jasa
Belanja 2.946.278.400,00 2.944.578.400,00 1.700.000,00
Modal




5.346.208.007,00 5.307.741.900,00 38.466.107,00

11.Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
Belanja 266.975.000,00 253.370.000,00 13.605.000,00
Barang dan
Jasa
Belanja 27.000.000,00 26.200.000,00 800.000,00
Modal

293.975.000,00 279.570.000,00 14.405.000,00

12. Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Anggaran Realisasi (Lebih) /Kurang
Belanja 430.366.100,00 413.479.250,00 16.886.850,00
Barang dan
Jasa
Belanja 670.111.250,00 670.111.250,00 0,00
Modal
1.100.477.350,00 1.083.590.500,00 16.886.850,00

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan
Mendesak Kalurahan

Selama tahun anggaran 2023, Pemerintah Kalurahan melakukan

penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagi berikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang

Kegiatan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Penanggulanan

Bencana

Penanganan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Keadaan

Darurat

Bantuan 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00

Langsung

Tunai (BLT)

226.000.000,00 226.000.000,00 10.000.000,00

14.Belanja Kalurahan dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kura
ng

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap 88.764.091,00 88.602.331,00 161.760,00
dan Tunjangan

Lurah

Penghasilan dan 1.079.961.724, 1.062.299.411, 17.662.313,0
Tunjangan 00 00 0
Pamong

Jaminan Sosial 4.596.855,00 3.534.325,00 1.062.530,00

Lurah dan Pmong



Tunjangan
Bamuskal
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Staf

Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Staf Honorer
Jaminan Sosial
Staf Kalurahan
dan Honorer

Belanja Barang dan

Jasa
Belanja Barang
Perlengkapan
Belanja Jasa
Honorarium
Belanja
Perjalanan Dinas
Belanja Jasa
Sewa
Belanja
Operasional
Perkantoran
Belanja
Pemeliharaan
Belanja Barang
dan jasa yang
Diserahkan
kepada
Masyarakat

Belanja Modal
Belanja Modal
Peralatan, Mesin,
dan Alat Berat
Belanja Modal
Kendaraan
Belanja Modal
Gedung
Bangunan dan
Taman
Belanja Modal
Jalan/Prasarana
Jalan
Belanja Modal
Jembatan

139.700.000,0
0
127.245.540,0
0

198.722.160,0
0

13.353.225,00

137.137.500,0
0
127.245.539,0
0]

198.722.160,0
0

13.197.344,00

2.562.500,00

1,00

0,00

155.881,00

1.652.343.595,00

1.630.738.610,00

21.604.985,00

584.409.583,0
0
635.182.600,0
0
52.250.000,00

41.780.000,00

133.875.146,0
0

119.450.000,0

0
2.254.478.957,00

562.003.050,0
0
604.230.200,0
0
51.715.000,00

41.280.000,00

132.600.566,0
0

107.132.600,0

0
2.217.498.000,00

22.406.533,0
0
30.952.400,0
0

535.000,00

500.000,00
1.274.580,00
12.317.400,0

0]

36.980.657,0
0]

3.821.426.286,00

3.716.459.716,00

104.966.570,0
0

406.000.000,0
0

181.300.000,0

0
2.144.717.650,00

584.405.000,0
0

100.000.000,0
0

406.000.000,0
0]

181.300.000,0

0]
2.143.898.900,00

583.705.000,0
0]

100.000.000,0
0

0,00

0,00

818.750,00

700.000,00

0,00



Belanja Modal

Irigasi/Embung/

Air

Sungai/Drainase

Belanja Modal
lainnya

47.615.000,00 47.615.000,00 0,00

266.377.000,0 265.377.000,0 1.000.000,00
0]

3.730.414.650,00 3.727.895.900,00 2.518.750,00

15. Belanja Kalurahan dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang
Penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
Sub Bidang
Penyelenggaraa
n Belanja
Penghasilan
Tetap
Tunjangan dan
Operasional
Pemerintahan
Desa
Sub Bidang
Sarana dan
Prasaranan
Pemerintahan
Desa
Sub Bidang
Administrasi
Kependudukan
, Pencatatan
Sipil, Statistik,
dan Kearsipan
Sub Bidang
Tata Praja
Pemerintahan,
Perencanaan,
Keuangan, dan
Pelaporan
Sub Bidang
Pertanahan

Bidang
Pembangunan
Desa
Sub Bidang
Pendidikan

Anggaran

Realisasi

(Lebih)/Kuran
g

2.110.399.278,0 2.077.612.530,0 32.786.748,0

0

95.025.000,00

20.349.750,00

189.275.000,00

48.475.146,00

0

94.831.250,00

12.475.800,00

170.797.100,00

48.475.146,00

0

193.750,00

7.873.950,00

18.477.900,0
0

0,00

2.463.524.174,00

2.404.191.826,00

59.332.348,00

371.073.007,00

365.476.500,00

5.596.507,00



Sub Bidang
Kesehatan
Sub Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Sub Bidang
Kawasan
Permukiman
Sub Bidang
Kehutanan dan
Lingkungan
Hidup

Sub Bidang
Perhubungan,
Komunikasi,
dan
Informatika
Sub Bidang
Pariwisata

Bidang
Pembinaan
Kemasyaratan
Desa
Sub Bidang
Ketenteraman,
Ketertiban
Umum, dan
Perlindungan
Masyarakat
Sub Bidang
Kebudayaan
dan
Keagamaan
Sub Bidang
Kepemudaan
dan Olah Raga
Sub Bidang
Kelembagaan
Masyarakat

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat Desa
Sub Bidang
Pertanian dan
Peternakan

867.200.000,00

1.421.275.000,00

1.010.660.000,00

1.583.853.400,00

5.000.000,00

7.146.600,00

847.005.000,00

1.410.575.000,00

1.010.660.000,00

1.583.853.400,00

83.250.000,00

6.922.000,00

20.195.000,00

10.700.000,00

0,00

0,00

1.750.000,00

224.600,00

5.346.208.007,00

5.307.741.900,00

38.466.107,00

52.375.000,00

113.700.000,00

80.700.000,00

4'7.200.000,00

45.670.000,00

110.975.000,00

78.550.000,00

44.375.000,00

6.705.000,00

2.725.000,00

2.150.000,00

2.825.000,00

293.975.000,00

279.570.000,00

14.405.000,00

1.028.860.000,00

1.028.460.000,00

400.000,00



Sub Bidang
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur Desa
Sub Bidang
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Keluarga

Sub Bidang
Koperasi,
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Sub Bidang
Dukungan
Penanaman
Modal

Bidang
Penangulangan
Bencana,
Keadaan
Sub Bidang
Penanggulanga
n Bencana
Sub Bidang
Keadaan
Darurat
Sub Bidang
Keadaaan
Mendesak

16. Pembiayaan

6.340.000,00 5.895.500,00 444.500,00

14.947.350,00 8.105.000,00 6.842.350,00

30.450.000,00 21.250.000,00 9.200.000,00

19.880.000,00 19.880.000,00 0,00

1.100.477.350,00 1.083.590.500,00 16.886.850,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
216.000.000,00 216.000.000,00 0,00

226.000.000,00 216.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai

berikut:

Anggaran Realisasi

(Lebih)/Kurang

Penerimaan
Pembiayaan
Pengeluaran
Pembiayaan

414.592.529,00 414.592.529,00

414.592.529,00 414.592.529,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00




17. Aset Kalurahan

18.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

SILPA tahun
anggaran
sebelumnya

Anggaran

Realisasi

(Lebih) /Kurang

Pegeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Penyertaan
Modal
BUMDesa
Pembiayaan

414.592.529,00 414.592.529,00

0,00

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang
62.000.000,00  62.000.000,00 0,00
352.592.529,00 352.592.529,00 0,00
414.592.529,00 414.592.529,00 0,00

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Pengadaan
Peralatan, Mesin dan Ala
Belanja Modal Kendaraan
Belanja Modal Gedung,
Bangunan, dan Taman

Belanja Modal

Jalan/Prasarana Jalan
Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal

Anggaran

Realisasi

(Lebih)/Kurang

406.000.000,00

181.300.000,00

Irigasi/Embung/Drainase/A

ir Limbah

Belanja Modal Lainnya

406.000.000,00

181.300.000,00

0,00

181.300.000,00

2.144.717.650,00 2.143.898.900,00 818.750.,00
584.405.000,00 583.705.000,00 700.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
47.615.000,00 47.615.000,00 0,00
266.377.000,00 265.377.000,00 1.000.000,00
3.730.414.650,00 3.727.895.900,00 2.518.750,00

Penyertaan Modal Kalurahan
Penyertaan Modal Kalurahan pada BUMDesa adalah sebagai berikut:

BUMDesa
Guwosari
Maju
BUMKALMA
Pajangan
Gemilang
Sejahtera

2023

Penambahan/
(pengurangan)

0,00 62.000.000,00 62.000.000,00

10.000.000,00

0,00 (10.000.000,00)

10.000.000,00

62.000.000,00

52.000.000,00

10



